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PERATURAN MENTERI PERTAHANAN
NOMOR 03 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERTAHANAN NEGARA
TAHUN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTAHANAN,

bahwa dalam melaksanakan pertahanan negara didasarkan atas prinsip
demokrasi, hak asasi manusia, kesgjahteraan umum, lingkungan hidup,
ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan
internasional serta prinsip hidup berdampingan secara damai;

. bahwa pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan

membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa serta
menanggulangi setiap ancaman, untuk itu diperlukan rencana pembangunan
pertahanan negara selama lima tahun ke depan dalam bentuk Rencana
Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 guna menjamin tercapainya
tujuan, sasaran penyelenggaraan pertahanan negara dalam rangka ikut
mewujudkan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang
Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014, dalam rangka
peningkatan kemampuan postur dan struktur pertahanan negara.

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);
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